
BUPATILEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONO 
NOMOR 33 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEl'ICABUTA!I PERATURAN BUPATI iNOMOR 49 TAHON 2 0 14 TENTANG 
PELAKSANAAN 5 (LIMA} HARi KERJA DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI 6 

fENA:Ml HARi KERJA DI LINGKUNOAN PEMERINTAB DAERAB KABUPATEN 
LEBONG 

Men.i;rnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa berdasarkan ha.sil evaluasi pelaksanaan 5 (lima) 
hari kerja belum memberikan basil yang maksimal 
terhadap kinerja Pcgawai Negeri Sipil di kabupaten Lebong 
maka perlu dilaku:kan perubahan pelaksanaan 5 (lima) 
hari Kerja dalam l (satu) minggu menjadi 6 ( enam ) hari 
kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas. perlu dilalrukan perubahan Pcraturan 
Bupati Nomor 49 Tahun 20 14 tentang pelaksanaan 5 
(lima) hari kerja menjadi 6 (enam) hari kerja di 
Lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan 
Pcraturan Bupati; 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kcpahiang 
di Provinsi Bengku1u (Lembarau Negara Republik lndone•ia 
fahu.n 2003 Nomor !54,Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Uodang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembarai1 Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, 1'ambahan Lerubaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antaro Pcmerintah Pusat dan 
Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
fahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

• 



Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 1'2 Tahun 2011, tencMg Peracuran 
Perundang-unda11;gan (Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5233 ); 

7, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ra~-ur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2014 
Nomor 6, Tambahan L.emabarnn Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman a telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerimahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Ta mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Re pu blik l.ndonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesla Nomor 3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 , Ta mbahan Le:mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

11. Perat:uran Menteri Dala m Negcri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah 

12. Pcraturan Oaerah Kabupatcn Lebong Nomor I Tahun 2008 
tentang Penataan Organisasi Pera.ngkat Daerah Kabupaten 
Lebong, sebagalnl.Ma telah diubab dengan Pemturan 
Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 
tencangPenataan Organisasi Perangka t Daerah Kalbupaten 
Lebong. 

MEMUTUSKAN: 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TABUN 2014 
TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HAR! KERJA DAN 
PEMBERLAKUAN KEMBALJ 6 (ENAM) HARi KERJA DI 
Lll'fGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

P""al 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak.sud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten l..ebong 
2 . Pcmerintah Daera.h adalah Bupati dan Perangkat Daerab sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 



;,, 3. Bupati adalah Bupali Lebong. 
4. $ekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerab Kabupaten Lebong. 
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lebong 
6. Pegawai 'fidak 'fetap adalah Pegawai Tidak Tetap yang bekerja dengan 

konu-ak kerja yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten l..ebong. 

7. Pejabat fungsional adalah Sekelompok jabatan yaog befisi fungsi dan tugas 
yang berkaitan dengan pclayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keah lian dan keterampilan tertentu. 

BAB II 
BARI DAN JAM KERJA 

Pasa.l 2 

Keten.tuan hari ke,ja di lingk,mgan Pemcrintah Oaerah Kabu paten Lcbong 
ditctapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu; 

Pasal3 

Jumlah jam kerja efektif daJam 6 (Enam) hari kerja sebagaimana dimaksud 
Jl<lda Pasal 2 diatas, adalah 35 jam dan ditetapkan sebagai bcrikut ; 

(l) Hari Senin sarnpai dengan Kamis : PuJruJ 07.30 - 14.00 WIB 

(2) Hari Juroat 

(3) Hari Sabtu 

: Pukul 07 .30 - I 1.00 WlB 

: Pukul 07.30 • 13.00 WIB 

BAB Ill 
PAKAIAN KERJA, ATRIBUT 

Pasal 4 

Kete11tuan Pakaian kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut : 
Hari Senin : PDH l,inmas 
Hari Selasa s/d Rabu : PDH Kuning Khaki 
Hari Karois : Pakaian Batik 
Harl Ju.mat : Pakaian Muslim (Non Muslim Menyesuaikan) 
Hari Sabtu : Pakaian Olah Raga 

Ketentuan Pakaian kerja Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebagai ben"J<Ut : 
Hari Senin s / d Rabu : Kemeja Putih Celana Hit.am 
Hari Kamis : Pakaian Batik 
Hari Jumat : Pakaian Muslim (Non Muslim Menyesuaikan) 
Harl Sabtu : Pakaian Olah Raga 

Pual5 

Atribut yang digunakan pada pakaian dinas harus lcngkap sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal6 

Pelaksanaan Peraturan 6 (enam) bari kerja di Lingkungan Pemerinlah Dacrah 
Kabupa.ten t..ebong akan dievaluasi setelah l (satu) tahun berlaku mulai I Juni 
2015 



BABV 
PENGAWASAN PENGENDALIAN 

Pasal 7 

(1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan 6(enam) hari kerja di 
SKPD masing-masing. 

(:2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 6 (enam) hari kerja 
dilakukan oleh lnspektorat dan Satpol PP. 

(3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 6 
(enam) hari kerja d.ilaporkan kepada Bupati 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 8 

Peracuran Bupati inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatann.ya dala.m Berita Oaerah Kabupaten Le bong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal -;;.-8 111-t,1 

BUPAT E 

Dhmdangkan di Tube! 
pada tanggal 2015 

_,_.,UPATEN LEBONG 

MIRWAN EFFENDI 

SERITA DAERAH KABUPATE.N LEBONG TABUN 2015 NOMOR 

15 

-


